
 

 

ABSTRAK 

 

Abi Zaky Azizi (1173050001): Analisis Yuridis Pembubaran Partai Politik 

dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia dihubungkan dengan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi 

Partai politik merupakan salah satu unsur terpenting dalam pembentukan suatu 

negara yang menganut asas demokrasi. Keberadaan partai politik menjadi sebuah 

pertimbangan keberlangsungan sebuah proses demokrasi. Kedudukan partai politik 

dalam sistem ketatanegaraan adalah sebagai badan hukum publik yang diatur secara 

langsung oleh negara. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan yuridis pembubaran partai 

politik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, mekanisme 

pembubaran partai politik dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

2011 tentang Mahkamah Konstitusi dan pertanggungjawaban hukum partai politik 

yang terbukti menerima aliran dana dari tindak pidana korupsi. 

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis dengan pendekatan 

penelitian yuridis-normatif. Sumber data yang digunakan adalah peraturan 

perundang-undangan, putusan pengadilan, buku dan jurnal yang membahas 

pembubaran partai politik dalam sistem ketatanegaraan.  

Hasil penelitian menunjukan bahwa kedudukan partai politik sebagai badan 

hukum publik sama halnya dengan kedudukan korporasi dalam sistem 

ketatanegaraan Indonesia. Pengaturan mengenai korporasi yang menerima aliran 

dana tindak pidana korupsi jelas tercantum dalam Undang-Undang Tindak Pidana 

Korupsi. Sanksi bagi partai politik yang melakukan tindak pidana korupsi sama 

halnya dengan korporasi, jika dilihat dari sisi kedudukanya sebagai badan hukum. 

Kesimpulannya bahwa partai politik yang menerima lairan dana tindak pidana 

korupsi maka dapat dikenakan sanksi pencabutan hak-hak tertentu, termasuk hak 

legal menjadi badan hukum.  
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